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PERATURAN W ALIKOTA PEKALONGAN 

NOMOR 22 T AHUN 2006 

TENTANG 

PETIJNJUK PELAKSANAAN PINJAMAN MODAL BERGULIR KEP ADA KOPERASI 
SIMP AN PINJA.ivf/UNIT SIMP AN PINJAM KOPERASI (KSP/USP - KOPERASI) 

MELALUl PD BPR BANK PASAR KOTA PEKALONGAN 

WALlKOTAPEKALONGAN: 

Menimbang : a bahwa dawn rangka pemberdayaan dan pengembangan usaha anggota 
Kopt.Tasi Simpan Pinjam / Unit Simpan Ptnjam Koperasi (KSP/USP -
Kopera.<ri) mo\alui struktur pcrkuatan KSP/USP - Kopcrasi ; 

Mengigat 

b babwa dalam rangka pemberdayaan dan pengembangan usaha anggota 
Koperasi Simpan Pinjam / Unit Simpan Pinjam Koperasi (KSP/USP -

) Kopcrasi) dipandang pcrlu adanya pi..lianu.n modal dari Pcmcrintah Kota 
.Pe.kalongan; 

c bahwa berdasarkan pertimbangan humf a dan huruf b tersebut diatas, 
maka pctunjuk pclaksanaan dimaksud pcrlu ditctapkan dcngan Pcraturan 
Wa11kota; 

1. lJndang - Undang Repuhlik lndone~ia Nomor 16 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Dacrah - Dacarah Kota bcsar d.1lam lingk-ungan Provinsi 
Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Baral tlan Daerah lstimewa Yogyakarta; 

2. lJndang - Undang Repuh1ik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang 
Perkoperasian (LembMan Negara Republik Tahun 1992 Nomor 116, 
Tambahan Lembaran Negara Repuhlik Nomor 3502) ; 

3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995 tentang 
u~aha Kccil (Lembaran Negara Republik Tahwi 1995 Nomor 74, 
Tambahan Lembaran Negara Republi.k Nomor 3611) ; 

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan 
Pernudaug-w\dangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabw1 2004 
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 439) ; 

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Peme1i.ntahan Daerah 
(I..~mbaran N~ge;;ra Rt;publik Imlum;i;ia Tahun 2004 Numur 125, 
Tamhahan J .embaran Negara Nomor 4437) sebagaimana te1ah diubah 

dcngan Undang-Undang Nomor 8 Talnm 2005 tentang Pen~apan 
P<..-raluran Pemerintah Pengganti Unclang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 
tent.mg Perub.ih.an Aw Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tent.mg 
Pemerintahan Daerah me11iadi Undang-Undang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4548). 

6. Peraturan ........... . 



6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 lentang Perubahan Batas 
Wiln_ph Kotamadya Daerah Tingka.t II Pckalongan, Kabupaten Daerah 
Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerali Tingkat II Batang 
(L~n•'~.~ran Ncg.1r.! lbpuhlik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, 
Tamhahan Le.mharan Negara Nomor 3381); 

7. Pcraturan Pcmcrintah Nomor 9 Tahun 1995 tcntang rclaksanakan 
Kegiatan Usaha Simpan Pinjam 01e11 Koperasi (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 55); 

8. Peraturan Daerah Kota Pe:kalongan Nomor 1 Tahun 2006 Tentang APBD 
Kola Pckalongan Talum Anggaran 2006 (Lembaran Daerah Kota 
Pekalong.an Tahun 1005 Nomor 1) ; 

:MEMUTIJSKAN : 

lvlem:tapkan · PET1 TNnJ< PELAKSANAAN PINJAlvIAN MODAL DERGULlR KEPADA 
KOPERAST SThfPAN PINJAM I UNIT S'IMPAN PINJAM ( KSP/USP
KOPERASl) l\lIELALUl PD BPR BANK PASAR.. 

BAB I 

KETE'NTIJA.N 1.JMU1V1 

Pasal I 

liafarn pt;rnl1uan ini yang <limaksud Jengan : 

a. Petneti'ltP.h Daerah adalah Pemeti111ah K ot.2 Pekalo1tgatl : 
b Walikota ad~1.fah W;dikot:i Peblongmt; 
c. n l_:nu,;ah,um Dat:rah BPR Bank PaFW adalah BPH Bank rasar Kota Pckalongan. ; 
d. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau Badan Hukum 

Kopcrasi dengan melandaskan kegiatannya bcrdasarkan prirn,jp kouerasi sekaligus 
~ehagai cerakan ekonomi rakyat yang herdaqar ata.q kekeluargaan ; 

c. Koperasi simpan ph1l,1m adalah koperasi yri.n~ ke¢at'1nrrya h.mya usaha sim.pau pi.njam 
Slfja : 

f. Usaha simpan pinjam ada\ah unit koperasi yang berg,c-rak d1hidaog usaha simpan pinjam, 
sebagai bagian dari kegiatan usaha koperasi yang bersangkutan ; 

g. Dana bergulir adalah pinjaman modal yang diberikan kepada KSP / USP koperasi 
terpilih yang b~rasal Pemerinntash Kota Pek.alongan untuk di,gulirkan kepada 
anggotanya dalam bentuk pin jaman ; 

h. Tjm adalah Tim Teknis Pittjaman Modal Bergulir Kepada KSP / USP koperasi melalui 
PD B.PK Bank 'Pasar Kata Pekalongan. 

BAH I! 

MAKSUD DAN Tl TTUAN 

Pasal 2 

Mabud dan tujuan dana hergulir kepada KSP / USP kopera.qi adalah PD RPR Rank Pa.qar 
adaLm. 

a. me1uherlk.it1 piojaman modal bergulir kepada KSP / USP kol)eiasi; 
b. meningk.atk.an. pelayan.an kepada anggota KS.I:' / USP koperasi; 
c. mcningkat.kan usaha anggota K.SP / USP kopcrasi; 

BAB ID ......... . 



DAD ill . 

JANGKA WAKTU DANBEBANBUNGA 

Bagian Portarna 

Jangka Waktu Kredit 

Pasal 3 

(1) Jangka wakiu kredit dana bergulir paling lama 3 ( tiga) tahun atau 36 (liga puluh enarn) 
hulan. 

(2) P<..-ngt.mhalian anw;uran pinjaman kredit dana bergulir setiap bulan bail( ~uran pokok 
maupun a.ngsuran bunga. 

BagianKedua 

Behan bunga 

Pasal 4 

( l ) KSP / USP terpilih dikenakan beban bunga atas perolehan dana bergulir sebesar 9 % 
pertahun daii pokok pinjaman awal clan berlaku sarna setiap talum ( flat ). 

( 2 ) Behan bw1ga ~cbesa.r 9 % sebagaimana dimaksud ayat ( J ) Pasal ini, dengan ketentuan 
pemanfaatan bunga diatur sebagai berikut : 

a. Sebe~ 5 % untuk disetor ke Kas Daerah ; 

b. Sebesar 2 % untulc operasio.nal Tim ; 

c. Sebesar 2 % untuk PD BPR Bank Pasar. 

BAB IV 

l'ERSY Af<.ATAN CALON .PENilltiMA DANA HER<JUL.11{ 

Pasal 5 

~ ( 1) KSP / USP Koperasi da1a.m penerimaan kredit dana bergulir wajib memenuhi syarat 
~i:bag.u. b\:likul : 

a. merupakan lembaga koperasi primer yang sudah berbadan hukum ; 
b. mcmpunyai kegiatan usaha simpan pinjam ; 
c. memp;;rofeJ1 p;;1tillaian keSe1iatan usaha ~jmpa.11 piltiam mi.nimaJ cukup sehat ; 
d. memperoleh penilaian klasifikasi koperasi minimal klas C ( cukup baik); 
c. tclah mclaksanakan rapat anggota tahuna:n 1 (sat\l) tahun buk·u tcrakhir; 
t. belum pemah menerima fasilitas program dari pernerintah ( APHN / AP.HD ) minimal 

2 ( dua ) tahun terakrur ; 
g. mendapat rekomendasi dari atasannya arau kepala kelural\an dimana koperasi 

berkedudukan. 

(2) Persyaratan inggota calon penerima dana bergulir : 

a. terdaftar sebaga1 anggota koperasi minimal l { satu ) tahun ; 

b. mem.iliki us.aha prodw..-tip yang dibru..,ikan dcngan TDUP atau &urat k~eraugan usah.a 
dari kelurahan : 

c. tidak memiliki tunggakan pinjaman pada KSP / USP koperasi yang bersangkutan. 

BABV ...... . 



( 

DAD V 

PROSEDUR PENGAJUAN KREDIT 

Pasal n. 
( 1) Untuk rnemfa.p.1tbn medal cl.ma bergulir, pengwl18 koperasi rnengajukan pennohonan 

h:.pacla K ctua Tim Dana b1.,-rg,ulir m..,lalui Sckrctariat Tim c/q. Dinas rcrinduatrian, 
Perdagangan dan Koperasi Kota Pekalongan. 

(2) Pc..nnohonan sehagaimana dimak1md ayal (1) Pm,al ini dilampiri persyaratan sebagai 
berikut: 

a. Proposal rcncana pcnggunaan clan pcngcmbalian krcdi.t 
b. Neraca dan perllitungan SHU tahun terakhir. 
c. Susunan pengun.1e <fon pcngawas koper8si. 
d . Fotocopy KTP Pcngurus. 
e. Nl'Wl' bagi yang lolos seleksi 
f Dafiar anggota calon peminjam Krcdit. 
r,. Fotocopy Akta Pendiriatt Kopera~i. 
h. Surat penryat~,an kes;.n?. . .gup.;m m~lnnasi kredit dari pengurus Koperasi. 

BAB VI 

KEW AJIBAN PH\IIIN.l AM 

Pasal 7. 

Peneritua pinj:unan berkewajiban untuk : 

,r mduna"t kre<litry,~ <ie11u:,; denc,:m j :?tuJ.. tempo ; 
b melaporkan perkembangan kegiatan usaha yang dibia:yai modal dana bergulir kepada 

Ketua Ti.1:u P0kja cid ambat-!ambtn:,·.:; t:mggal : bul2n berilrntnya ; 
c moJ al danu l,c11111/ir !1ai us dirnanf.u;tft;:.;1 m1t:ih kcg,i.i~u, u:,.:.1,..:i .,.::-.u..;.j (ka1ga11 rcnc"u.i 

peng~m...,:m !credit (proposal) ; 
d wajib mcmbuka rckcning tahungan pada PD BrR Bank r asar ; 
e wa.1ih meoaflClatangani Surat Perj:-mjian KrecHr dengan .PD HPP. Hank Pa~ar Km.a 

P~ktlongan. 

DAD \' ti 

PENGEMBALIAN KREDIT 

Pasal R 

( 1) Ang~'llran llokok dan bunga dihayarkan setiap buJan !lamp.ii \ienffltl j-1tuh t.:"mpo. 

(2) Pemhayaran angsuran pokok clan bunga Melambat-lambalnya sesuai dengan tanggal akad 
kredit pada bulan borikutnya. 

(3) Apabila terjadi kcterlam.batan a~uran akan dikenakan dcnda 2 % dari angsuran yang 
tertunda. 

BA.t:3 Vill 

Pasal 9 

Apabila kopcrasi lidak dapat menyelesaikan kewajibannya tcpat wahiu, maka pengurus harus 
mcnyerahkan asset miliknya sebagai jaminan. 

BAB IX ........... . 



BAB IX 

PE:MBENfUKAN TIIV1 

Pasal 10 

(1) Untulc menunjang kelancaran kredit dana bergu]ir dihentuk Tim. 

(2) Pembentukan Tim sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan 
Walikota Pckalongan. 

BAB X 

KETENTUAN LAIN - LAIN 

Pasal 11 

Hal - ha1 yang belUDl diatur dalam peraturan ini akan diatur lebih lanjut oleh Tim. 

BAB XI 

PENU11JP 

Pasal 12 

Peraturan ini mulai berlaku pa.da tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundaogan Peratur:m W alikota ini 
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan. 

Dit~tapkan di Pekalongan 
pada tanggal 14 Desember 2006 

W ALIKOTA PEKALONGAN 

cap.-. 

ttd,-

MOHAMAD BASrlR AHMAD 

Diundangkan dalatn Berita Daerah Kota Pekalongan Talnm 2006 Nomor 22. 

SEKRET ARIS DAERAH 

MA SR OR SH 

Pembina Utama Muda 
NIP 500 056 471 
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